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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Penerimaanretrribusimerupakansumberkeuangandaerah yang
sangatmempengaruhipendapatanaslidaerah yang
akanmenentukanmajumundurnyasuatudaerahbaikkabupatenataukota. Dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan
Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya tidak terkecuali dengan pengelolaan keuangan
daerah itu sendiri yang dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dengan
maksud untuk memberikan keleluasaan dalam pengembangan daerahnya sesuai
dengan kemampuan daerah serta berbagai potensi sumber daya baik sumber daya
alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah otonom dengan
tujuan untuk meningkatkan keuangan daerah. Salah
satusumberkeuangandaerahadalahretribusidaerah yang diatur dan
diterimasepenuhnnya oleh pemerintahdaerah. Apabilapenerimaanretribusitidak
efektif maka daerah tersebut tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi,
wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.

Aspek keuangan ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan di daerah karena hampir segala kegiatan
pemerintahan tidak terlepas daripada biaya yang dibutuhkan. Pentingnya posisi

keuangandaerahiniberkaitandenganpelaksanaanpembangunan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285ayat 1
menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
a. pendapatanasli Daerah meliputi :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
b. pendapatantransfer ; dan
c. lain — lain pendapatan Daerah yang sah.

SumberPendapatan Daerah diantaranyaadalahretribusidaerah.
MenurutPerdaKabupaten Bandung No0.18 Tahun 2017 MengenaiRetribusiJasa
Usaha Pasal 1 Ayat 9 : “Retribusi, adalahPungutan Daerah
sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentu  yang  khususdisediakan
dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadiatau
Badan.”

Selajutnyadalam pasal 2 mengklasifikasikan jenis retribusi jasa usaha
dalam peraturan daerah ini meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Terminal ;

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi terminal merupakanpungutanataspemakaianataumanfaat yang
diperolehsecaralangsung oleh subjekataspemakaianjasa,
ataukarenamendapatkanjasapekerjaan, atauusaha.

Untukmempersempitmasalahpenelitian,

penelitimemfokuskankepadamasalahretribusi terminal karena retribusi terminal

merupakanjenisretribusidaerah yang cukuppotensial dan



diharapkandapatmemberikontribusi yang cukupbesarterhadapmeningkatnya PAD
pada sektorretribusi. BerdasarkanPERMEN No. 15 Tahun2019 : “Terminal adalah
pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau
barang, serta perpindahan moda angkutan”.

Selanjutnya pasal 11 ayat 1 Perda No0.18 Tahun2017 menyebutkan bahwa:

“Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.”

Sedangkan yang menjadisubjekretribusi terminal adalah orang pribadiatau
badan yang menggunakan/menikmatipelayanan terminal.

AdapunberdasarkanPerda No. 9 Tahun 2012 JasaPelayanan terminal
meliputi :

a. jasa naik turunpenumpang dan/ataubongkarmuatbarang yang dinikmati
oleh pengusahaangkutan;

b. fasilitasparkirkendaraanumumuntukmenungguwaktukeberangkatan c.
fasilitasparkirkendaraanumumselaintersebutdalamhuruf b, yang dinikmati
oleh penggunajasa;

d. jasapenjualankarcis/loket di dalam terminal yang dinikmati oleh
pengusahaangkutan;

Namundemikianmengenaibesararnyatarifretrribusi terminal diaturdalam
PERBUP No. 28 Tahun2017 :

(1) Besarnyapungutanretribusi di setiap terminal penumpanguntuksetiap
kali masukditetapkansebagaiberikut:

a. Angkutan Bus AKAP/AKDP sebesarRp3.000,/kendaraan

b. Angkutan Non Bus AKDP EkonomisebesarRp2.000,- /kendaraan

c. Angkutan Kota Perkotaan/PerdesaansebesarRp 1.000/ kendaraan

(2) Retribusikegiatanusahapenunjang di terminal ditetepkansebagaiberikut

a. Usaha makanan dan minumansebesarRp 5.000/hari.
b. Usaha cinderamata dan bahanbacaanRp 5.000/hari.



c. Usaha tempatistirahatawakkendaraanLImumsebesarRp 5.000,-/hari

d. Usaha jasapaket dan sejenissebesarRp 5.000/hari

e. Usaha jasapenjualantiketangkutansebesarRp 5.000/hari

f. Usaha penitipanbarangsebesarRp 4.000/hari

g. Usaha penjualanrokok dan minumanringansebesarRp3.000,/hari.

h. Usaha pencuciankendaraansebesarRp8.000,/hari.

i. Jasa toilet untuksekalimasuksebesarRp1.000,/orang.

J. Jasa toilet MCK untuksekalimasuksebesarRp1.000,/orang.

Penerimaan dan pengelolaanretribusi terminal yang didapatkan,
sepenuhnyadiserahkankepadaDinasPerhubungan yang
diberikankewenangankhususuntukmemungut dan  mengelolaretribusitersebut.
BerdasarkanPerdaKabupaten Bandung No.18 Tahun 2017 mengenaiRetribusiJasa
Usaha Pasal 1 Ayat 18
“Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidaripenghimpunan data objek
dan subjekretribusi, penentuanbesarnyaretribusi yang
terutangsampaikegiatanpenagihanretribusikepadaWajibRetribusisertapengawasan
penyetorannya”.

Adapunsecarateknisdalampemungutanretribusi  terminal inidilaksanakan
olen Unit PelaksanaTeknis (UPT). BerdasarkanPerbup No.72 Tahun
2017mengenaipembentukan Unit PelaksanaTeknis di Wilayah
KabupatenBandung Pasal 47 Ayat 1 : “UPT Pengelolaan Terminal dipimpin oleh
seorangKepala  UPT, vyang  berkedudukanberada di  bawah dan
bertanggungjawabkepadaKepalaDishub”.

Selanjutnya Ayat 2 menjelaskantugaspokok dan

fungsidariKepalaPengelolaan UPT Terminal yaitu : “Memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkanpelaksanaan



program dan pengelolaansebagianfungsiDinas di  bidangpelayanan dan
pengelolaan terminal”.

KemudianPasal 4 menjelaskanbahwa sub tugasKepalaPengelolaan UPT
Terminal adalah :

(g) Menyiapkanbahan dan melaksanakanpemungutanretribusi terminal,
meliputipenghimpunan data objek dan subjekretribusi,
penentuanbesarnyaretribusi yang terutang,
penagihanretribusikepadawajibretribusisertapengawasanpenyetoranretribusi

Adapun tata carapemungutanretribusidiaturdalamPerda No. 18 Tahun
2017 Pasal 36 mengenaiRetribusiJasa Usaha yakni :

(1) Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRD ataudokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakansebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dapatberupakarcis, kupon, dan kartulangganan.

(3) DalamhalWajibRetribusitertentutidakmembayartepat pada

waktunyaataukurangmembayar,

dikenakansanksiadministratifoerupabungasebesar 2 %  (duapersen)
setiapbulandariRetribusi yang terutang yang tidakataukurangdibayar dan
ditagihdenganmenggunakan STRD.

Selanjutanyadalampelaksanaannya, pemungutanretribusi terminal
memilikiStandarOperasionalProsedur ~ yang  merupakansuatuacuan  yang
dikeluarkan oleh KepalaDinasPerhubungan. Hal pertama yang
dilakukanberdasarkan SOP yang berlakuadalahmemastikankendaraanmemasuki
terminal agar
dapatdilakukannyapemungutandengancaramengaturlalulintaskeluarmasuknyakend

araan dan angkutandalamlingkungan terminal untukmencegahadanya terminal

bayangan.



BerdasarakanPeraturanBupati No.28 Tahun 2017 mengenaiBesaran Tarif
Retribusi Terminal menjelaskanbahwapemungutandilakukan per kendaraantiap
kali memasuki terminal yang disebut system per rit.

Terminal Ciparaymemilikipotensi yang
cukupbesaruntukrealisasipemungutanretribusi  yang dapatberkontrubusi pada
PAD, karena terminal Ciparaymemilikiluas wilayah keseluruhansebanyak 5.700
M? yang terdiridaridualandasanangkutan yang terpisah dan memiliki 4

trayekangkutanumumyakni : Ciparay — Majalaya, Ciparay — Pacet, Ciparay —

Tegalega, Ciparay- Arjasaridenganjumlahangkutanumum yang tersediasebanyak

603 angkutan. Serta berbagaiusahapenunjang terminal lainnya yang
dikenakanretribusi.
Tabel 1.1
Target dan RealisasiPungutanRetribusi Terminal CiparayKabupaten
Bandung 2017
Retribusi Jasa Retribusi
Dalam Target Realisasi
DPPA
(Rp)
2016201720162017
Angkutan | Angkutan Kota 1.000 111.600 | 130.000 111.700 111.875
Non Bus AKDP 2.000 5.400 5.500 4.250 4.300
Bus AKDP 3.000 1.440 1.500 1.000 1.347
Tempatke | Usaha makanan 5.000 70 70 40 45
giatanusah | dan minuman
a dan Usaha 5.000 - - - -
fasilitas tempatistirahataw
akkendaraanumu
m
Usaha Jasapaket 5.000 - - - -
dan sejeniss
Usaha 5.000 10 10 5 5
jasapenjualantiket
angkutan




Usaha
penitipanbarang

4.000

Usaha
penjualanrokok
dan minuman

3.000

70

85

43

57

Usaha
pencuciankendara
an

8.000

Jasa toilet dan
kamar mandi,
cuci dan kakus

1.000

10

10

(Sumber : UPT Pengelolaan Terminal Kabupaten Bandung 2017)
Adapunkontribusiretribusi terminal terhadapPendapatanAsli Daerah

selama 3 tahunterakhiryaknisebagaiberikut :

Tabel 1.2
Kontribusiretribusi terminal terhadap PAD
Tahun Target Realisasi %
2017 1.535.000.000 1.127.887.000 | 73,48%
2018 1.600.000.000 1.604.000.000 | 100,29%
2019 1.650.000.000 1.575.000.000 | 87,88%

(Sumber :LaporanTahunanDinasPerhubungan 2019)

Berdasarkantabel di atasrealisasiretribusi Terminal CiparayKabupaten
Bandung tidakmencapai target yang telahditentukan. Adapunkontribusi yang
diberikanterhadap PAD  sejaktigatahunterakhirmengalamiturun  naik, dan
penurunan yang sangatsignifikandialami pada tahun 2017 dimanarealisasi yang

hanya 1.127.887.000 dari target pencapaian 1.535.000.000, serta pada tahun 2019

dimanarealisasi yang tercapaisebesar 1.575.000.000 dari target yang
ditentukansebesar 1.650.000.000.
Adapunindikasi- indikasibelumefektifnyapenerimaanretribusi  Terminal

CiparayKabupaten Bandung yang ditemukanadalahsebagaiberikut :



Tidaktercapainyarealisasipenerimaanretribusi terminal sesuaidengan target yang
telahditentukan
Belumrutinnyapengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Daerah

Teknis Terminal dalampenerimaan dan penyetoranretribusi terminal

Tidakselaludisertakannyakarcissebagaibuktipenerimaanretribusi yang
diberikankepadawajibretribusi

Belumadanyasosialisasi yang dilakukanuntukmencegah terminal bayangan

Belumsesuainyapemberiansanksiuntukpenunggakretribusidenganperaturan yang
berlaku

Belumadanyapemberiansanksibagipetugas yang tidakmenyertakankarcisretribusi

Masalah tersebut peneliti hubungkan dengan pengendalian sebagai

variabel terikat dengan asumsi bahwa pada proses pengendalian masih banyaknya

kendala yang ditemui diantaranya :

1.

2.

Belumadanyapenentuan target penerimaanretribusi yang ditetapkan
Tidakterlaksanyastandaroperasionalprosedurmengenaipenerimaanretribusi yang
ditetapkandimanaretribusi yang dikenakan pada
angkuanumummenggunakansistem flat atauretribusi yang
dikenakanhanyasekalidalamsatuhariseharusnyamenggunakansistem per

ritatauretribusidikenakansetiap kali angkutanumummemasukidaerah terminal.

Sarana dan prasaranadalam proses penerimaanretribusi yang
dibutuhkantidaktersediasetiapwaktu

Belumadanyatolakukur target sebagaiacuandalamrealisasipenerimaanretribusi

Tidaksesuainyaantarapelaksanaandenganpedomankerja yang ditetapkan

Belumadanyakegiatanevaluasimengenaipenerimaanretribusi terminal



7. Kurangtegasnyatindakanatausanksi yang diberikanbagipetugas yang
melanggarperaturan

8. Belumefektifnyatindakanatausanksibagipenunggakretribusi

Berdasarkanlatarbelakangmasalah di atas,
makapenelitiberasumsibahwahaltersebutdipengaruhi olehbeberapafaktor, namun

pada penelitian yang dilakukaninipenelitiakanmenganalisisdarisegi pengendalian

yangdiasumsikanpenelitimemilikipengaruhterhadap efektivitas
penerimaanretribusiterminal. Makadariituberdasarkanlatarbelakang di
atasmakaperludilakukannyapenelitianlebihmendalam yang
dituangkandalamsebuahkaryailmiahberupaskripsi yang

berjudul“PengaruhPengendalianTerhadapEfektivitasRetribus
Terminal(StudiKasus Pada Unit PelayananTeknis Daerah Terminal

CiparayKabupaten Bandung) .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat
dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan
efektivitas penerimaan retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung : Seberapa
besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi Terminal

Ciparay Kabupaten Bandung.
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1.3 Maksud dan TujuanPenelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis secara mendalam mengenai PengaruhPengendalianTerhadap
Efektivitas PenerimaanRetribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
besarnya pengaruh pengendalianterhadapefektivitaspenerimaanretribusi terminal

CiparayKabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berbagaipermasalahanyang berkenaan dengan pengaruh
pengendalianterhadapefektivitaspenerimaanretribusi terminal CiparayKabupaten
Bandung menuntut adanyasolusi yang dapatdiberikan, baik oleh pihakterkait,
maupunpihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, denganhasil
yang nantinyaakandigunakan sebagai acuanatautolok ukur, baik secara teoritis

maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan
mengenai pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi
terminal Ciparay Kabupaten Bandung yang disajikan dengan berbagai teori yang
menjadi dasar pada penelitian ini, dan digunakan sebagai acuan dalam

memperbaiki hal — hal yang perluu ntuk dikoreksi.
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1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan raktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan, ide maupun saran yang diharapkanbergunabagi instansi terkait (Dinas
perhubungan) beserta UPT Terminal Ciparay dalam melaksanakan pengendalian

untuk pencapaian penerimaan retribusi terminal.



